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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian pembiayaan serta permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen 
dan bentuk perjanjian yang melanggar asas kebebasan berkontrak. Metode analisa 
data adalah deskritif kualitatif. Hasil penelitian adalah dalam pelaksanaanya asas 
kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan bahwa tidak semua asas 
kebebasan berkontrak tidak terpenuhi seluruhnya. Permasalahan yang timbul 
dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak adalah bentuk perjanjian yang telah 
dibakukan hal tersebut dilakukan PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta untuk 
menghemat biaya dan waktu. Adanya beberapa pasal dalam  perjanjian yang 
melanggar asas kebebasan berkontrak, walaupun melanggar peraturan hal tersebut 
menjadi sesuatu hal yang umum dan menghindari perbuatan konsumen yang 
merugikan PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, PT. Indomobil 
Finance Cabang Surakarta 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the implementation of the principle of 
freedom of contract in the financing agreements as well as the problems that arise 
in the implementation of the principle of freedom of contract in consumer 
financing contracts and agreements which violate the principle of freedom of 
contract. Data analysis method is descriptive qualitative. Results of the research is 
in the implementation, the principle of freedom of contract in the financing 
agreements that not all the principles of freedom of contract are not fulfilled 
completely. The problems that arise in the implementation of the principle of 
freedom of contract is a standardized agreement form that made PT. Indomobil 
Finance Branch of Surakarta to save cost and time. Many of the provisions in the 
agreement that violates the principle of freedom of contract, although breaking the 
rules it has become something common, and avoid doing harm consumers PT. 
Indomobil Finance Branch of Surakarta. 
 
Keywords: Implementation of the Consumer Financing Agreement, PT. 




Kebutuhan akan alat transportasi terutama sepeda motor roda dua yang 
mendukung kenyamanan kehidupan sehari-hari masyarakat serta tingginya gaya 
hidup masyarakat membuat sepeda motor menjadi sarana pendukung kenyamanan 
kehidupan masyarakat menjadi prioritas yang utama. Dalam pemenuhan 
kebutuhan tersebut tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut 
secara tunai. Oleh karena itu banyak perusahaan yang tumbuh di era sekarang 
yang berbentuk lembaga/perusahaan memberi solusi akan kebutuhan masyarakat 
dalam pembelian barang secara kredit dengan berbagai persyaratan yang mudah 
dan dapat dijangkau oleh masyarakat.  
Perusahaan yang demikian disebut juga perusahaan pembiayaan yang telah 
diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009Pasal 1 Angka 1, yang 
menyebutkan pengertian lembaga/perusahaan pembiayaan ialah; “Lembaga 
pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal”. Perusahaan pembiayaan dalam 
menunaikan kegiatannya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dengan menggunakan suatu perjanjian yang sering disebut perjanjian 
pembiayaan. Perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh lembaga-lembaga 
pembiayaan umumnya perjanjian pembiayaan yang berasaskan kebebasan 
berkontrak dimana perjanjian dibuat adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh 
undang-undang. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat 
dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dalam penenerapan perjanjian yang 
berasaskan kebebasan berkontrak yang dipergunakan oleh lembaga pembiayaan 
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dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perjanjian semacam itu disebut sebagai 
perjanjian baku, yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah 
dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai 
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan yang belum dibakukan dari 
beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain 
yang dibakukan bukan formulirnya akan tetapi klausul-klausulnya.1 
Pihak kreditur dalam merumuskan atau menuangkan syarat-syarat 
perjanjian tersebut biasanya menggunakan bentuk nomor-nomor atau pasal-pasal 
atau klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu pula, yang pada 
dasarnya hanya dipahami oleh pihak kreditur dan ini merupakan kerugian bagi 
debitor karena sulit atau tidak bisa memahaminya dalam waktu yang singkat. 
Lembaga tersebut yang kemudian disebut dengan lembaga pembiayaan konsumen 
yang diatur dalam Pasal 1 huuf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 84/PMK.012/2006 tentang pengertian pembiayaan konsumen adalah 
“kegiatan pembayaran dalam pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 
konsumen dengan pembayaran secara berkala”. Kemudian pada Peraturan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Konsumen (Consumers 
Finance) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” 
Dengan adanya pengaturan tersebut diatas maka banyak lembaga 
pembiayaan yang berkembang di masa sekarang. Salah satunya adalah PT. 
                                                          
1
Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hal.37 
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INDOMOBIL FINANCE Cabang Solo yang melakukan kegiatan usahanya dalam 
bidang pembiayaan konsumen.Dalam melakukan penelitian ini 
terdapatpermasalahannya adalah (a) Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. 
Indomobil Finance Cabang Surakarta, (b)Permasalahan apa saja yang muncul 
dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance cabang Surakarta, (c) 
Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh PT. Indomobil 
Finance Cabang Surakarta dapat dinyatakan melanggar asas kebebasan berkontrak. 
Tujuan Penelitian sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui pelaksanaan asas 
kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. (b) Untuk 
mengetahui permasalahan yang timbul dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta cara penanganannya pada. (c) Untuk 
mengetahui kesesuaian peratuaran perundang-undangan dalam  pelaksanaan 
perjanjian baku yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terjadi.Manfaat 
Penelitianadalah sebagai berikut: (a) Manfaat teoritis adalah diharap dari penelitian 
ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum 
khususnya ilmu perdata dalam bidang perjanjian pembiayaan konsumen. (b) 
Manfaat praktis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan masukan bagi PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta serta bagi 
masyarakat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen 
apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 
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Metode Penelitianyang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (a) Metode pendekatan adalah metode penekatan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu penekatan 
yang dilakukan menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan 
yang sedang berlaku secara efektif.
2
 (b) Jenis penelitian ini bersifat deskriftif 
analisis, yaitu metode penelitian yang memberi gambaran mengenai situasi dan 




Sumber data: (a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dilapangan dan  wawancara, wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan 
mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang 
yang mempunyai wewenang, dan terkait langsung pelaksanaan dilapangan.
4
 (b) 
Data sekunderdata sekunder dapat diperoleh melalui pengumpulan bahan-bahan 
hukum yang akan di perlukan dalam penelitian. 
 
II. METODE PENELITIAN 
Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptis kualitatif, yaitu data 
yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan secara sistematis, 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, yang 
kemudian dapat ditarik kesimpulan secara dedukdif, yaitu dari hal-hal yang 
bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.
5
 
                                                          
2
Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, hal.52 
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Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.10 
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III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen Yang Dilakukan oleh PT. Indomobil FinanceCabang 
Surakarta 
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga 
disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh 
undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 
tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan ketertiban umum.  
Unsur-unsur jaminan fidusia dari sisi Undang-undang Jaminan Fidusia 
yaitu: (a) Adanya hak jaminan, (b) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya 
bangunan yag tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan 
jaminan rumah susun, (c) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur. 
Dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu 
perjanjian, yaitu: (a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian 
antara kreditur dan konsumen harus sampai ada kata “sepakat” supaya perjanjian 
tersebut tidak mengintimidasi. Dalam asas ini PT. Indomobil Finance Cabang 
Surakarta memberi kebebasan kepada konsumen untuk menyepakati atau tidak 
perjanjian yang telah diberikan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta. 
(b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan 
perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. 
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Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa 
adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita. Dan menurut UU No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19th bahi laki-laki, 16 th bagi 
wanita. (c) Adanya objek perjanjian. Dalam asas ini menurut saya merupakan hal 
yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance 
Cabang Surakarta dengan konsumen.  
Karena objek ( kendaraan bermotor) lah yang menjadi alasan dari 
konsumen mekalukan perjanjian dengan PT. Indomobil Finance Cabang 
Surakarta. (d) Adanya causa halal. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 
suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Walaupun perjanjian 
yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta dibuat baku dan 
sedikit melanggar ketentuan undang-undang akan tetapi hal tersebut sudah 
menjadi hal yang umum dalam masyarakat. Menurut saya perjanjian yang 
dilakukan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta berdasarkan asas causa 
halal tetap sah walaupun sedikit melanggar ketentuan undang-undang (Pasal 
1338 ayat 3) karena demi kelancaran dan kebaikan para pihak yang membuat 
perjanjian. 
Dalam hal pemberian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur 
bahwasannya harus melalui tahap-tahap yang harus disepakati oleh para pihak 
yang melakukannya. Dalam permintaan kredit debitur harus melalui tahap 
permohonan yang harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang diajukan 
oleh kreditur, supaya debitur yakin terhadap keadaan debitur. Hubungan antara 
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debitur dan kreditur terjadi karena adanya suatu perjanjian yang mengikat 
mereka dan dalam klausul-klausul perjanjian tersebut menimbulkan hak dan 
kewajiban diantara mereka. 
Dalam asas kebebasan berkontrak terdapat 6 unsur yang 
menerangkan,yaitu: (a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat 
perjanjian. (b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 
perjanjian. (c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian 
yang akan dibuat. (d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. (e) 
Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. (f) Kebebasan untuk 
menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional 
(aanvullend optional).6  
Tidak terpenuhinya unsur kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen yang telah dilaksanakan di PT. Indomobil Finance 
Cabang Surakarta, karena untuk cara menetapkan membuat perjanjian yang 
memuat klausula baku telah ditentukan dan harus mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan oleh PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta. Menurut Pasal 18 ayat 
(1) Udang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan 
pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk 
menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 
prinsip kebebasan berkontrak. 
                                                          
6
Herlien Budiono,1993, Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Suatu 
Perjanjian, Jakarta : Media Notariat  Hal. 24 
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Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas 
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak 
yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian 
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak 
melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Dalam 
unsur ini PT.Indomobil Finance Cabang Surakarta tidak memenuhi. 
 
2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Asas Kebebasan 
Berkontrak  Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. 
INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta 
Guna menunjang kegiatannya P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang 
Surakarta  mengguunakan perjanjian pembiayaan dalam bentuk baku, karena hal 
tersebut dapat memberi ketuntungan bagi P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang 
Surakarta. Seperti dalam pembuatan perjanjian dibuat dalam bentuk masal agar 
mempermudah kinerja karyawan P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta 
dalam bekerja, lebih efisien dalam hal waktu dan biaya serta dapat 
memperrkerjakan karyawan lebih sedikit, karena apabila dalam perjanjian adanya 
suatu tawar menawar dan waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal 
tersebut yang dikarenakan konsumen yang banyak 
Permasalahan yang sering muncul dalam antara lain: (a) Debitur lalai dan 
atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan. (b) Objek yang 
diperjanjikan telah berpindah tangan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari 
pihak kreditur. (c) Objek yang diperjanjikan telah hilang dan atau musnah. 7 
                                                          
7
Wanto, Karyawan P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 21 Desember 2015, pukul 12.30 WIB 
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3. Pelaksanaan Perjanjian Baku Yang Dilaksanakan oleh PT. Indomobil 
Finance Cabang Surakarta Yang Dapat Dinyatakan Melanggar Asas 
Kebebasan Berkontrak 
Dilihat dalam  Pasal 7 Ayat (a) butir 1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
dan Pengakuan Hutang bahwa: “Baik dengan maupun tanpa somasi 
(pemberitahuan) terlebih dahulu maka sebagai pelaksaan ketentuan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberian fasilitas 
pembiayaan dapat mengambil kendaraan/alat berat dari konsumen atau pihak 
lain yang menguasai kendaraan/alat berat pada setiap waktu, tempat, dan untuk 
selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik 
oleh Pemberi Fasilitas Pembiayaan, menerima hasil penjualan dan kemudian 
mempehitungkan dengan sisa seluruh hutang konsumen.” 
Jika diperhatikan dalam Pasal tersebut terdapat ketidakseimbangan posisi 
tawar menawar atara debitur dan kreditur. Yaitu mengenai Pemberi Fasiltas 
Pembiayaan  berhak mengambil objek fidusia walaupun keditur tanpa diberi 
pemberitahuan terlebih dahulu yang dikarenakan kreditur lalai dalam 
kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 
bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausul baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran”. 
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Dapat dikatakan bahwa klausul dalam Pasal 7 Ayat (a) butir 1) dalam 
Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tersebut melanggar 
ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata karena bertentangan dengan Undang-undang, 
yang dimaksud dengan bertentangan dengan Undang-undang adalah dilanggarnya 
ketentuan Pasal 18 Ayat (1)huruf d Undang-undang Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Konsekuensi hukumnya adalah klausul tersebut batal 
demi hukum.Selain pada Pasal 7 dalam Perjanjian dan pengakuan hutang terdapat 
beberapa pasal yang kurang sinergi. Dalam Pasal 4 butir (6) seerta dalam Pasal 12 
butir (2) dan butir (3) terdapat kata “ melepaskan ketentuan” yang menurut saya 
isi dalam perjanjian ini dapat mengurangi hak-hak konsumen yang telah diatur 
dalam KUHPerdata.  
Akan tetapi apabila hal tersebut tetap dibebaskan akan merugikan pihak 
debitur, karena hal tersebut memberi celah kepada konsumen untuk melakukan 
penyimpangan dalam perjanjian.Serta dalam Pasal 9 Perjanjian dan pengakuan 
hutang yang terdapat kata “ditanggung dan dibayar” yang memberi arti bahwa 
segala yang diatur dalam pasal tersebut segala biaya dibebankan oleh konsumen, 
dimana pihak debitur tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. Menurut pendapat 
saya pihak konsumen terlalu banyak beban yang diberikan dalam perjanjian ini.  
Dalam melihat permasalahan ini terdapat dua asumsi,yang  pertama secara 
mutlak memandang bahwa perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian, sebab 
kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk 
undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam 
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perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Yang kedua cenderung 
mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai 
perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang 
membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian 
itu. Dengan asumsi bahwa jika debitur menerima dokumen suatu perjanjian itu, 
berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Penulis sendiri dalam 
hal ini tidak memihak pada salah satu dari kedua paham tersebut. Di satu sisi 
penulis lebih melihat bahwa perjanjian baku secara teoretis yuridis bertentangan 
dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-
undang yang mengatur.  
Namun di sisi lain kitapun tak dapat menutup mata akan perkembangan 
yang terjadi mengenai hal ini, dimana dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat 
cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan 
telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas 
perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efesiensi baik dari segi biaya, 
tenaga dan waktu, dan lainnya. 
 
IV. PENUTUP 
1. Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berikut: 
Pertama, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak perjanjian pembiayaan 
pembelian kendaraan bermotor di P.T Indomobil Finance Cabang Surakarta calon 
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debitur harus memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh di P.T Indomobil 
Finance Cabang Surakarta, antara lain tentang kesepakatan dalam pejanjian yang 
mana perjanjian telah ditetapkan oleh P.T Indomobil Finance Cabang Surakarta. 
Akan tetapi dalam pelaksanaa unsur-unsur asas kebebasan berkontrak yang 
dilaksanakan oleh P.T Indomobil Finance Cabang Surakarta tidak seluruhnya 
terpenuhi bahkan melanggar akan peraturan yang lain,yaitu tentang tidak 
relevannya Pasal 1337 KUHPerdata tentang melanggar ketentuan Undang-undang 
yang dimaksud adalah pada Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,yaitu adanya klausul baku dalam 
perjanjian barang secara angsuran. 
Kedua, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan asas kebebasan 
berkontrak perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang 
dilaksanakan oleh P.T Indomobil Finance Cabang Surakarta tentang perjanjian 
yang dimana dibuat dalam bentuk baku yang akan memngesampingkan tahap 
negosiasi dalam pembuatan perjanjian yang bersifat baku, karena hal tersebut 
dapat memberi ketuntungan bagi P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta. 
Seperti dalam pembuatan perjanjian dibuat dalam bentuk masal agar 
mempermudah kinerja karyawan P.T. INDOMOBIL FINANCE Cabang Surakarta 
dalam bekerja, lebih efisien dalam hal waktu dan biaya serta dapat 
memperrkerjakan karyawan lebih sedikit, karena apabila dalam perjanjian adanya 
suatu tawar menawar dan waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal 
tersebut yang dikarenakan konsumen yang banyak.  
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Ketiga, dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT.Indomobil Finance 
Cabang Surakarta yang merupakan perjanjian pembiayaan konsumen yang 
berasaskan kebebasan berkontrak. Akan tetapi dalam perjanjian pembiayaan yang 
berasaskan kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh PT. Indomobil Finance 
Cabang Surakarta isi perjanjian yang telah dibuat baku oleh pihak kreditur tanpa 
adanya campur tangan pihak debitur. Dalam permasalahan ini terdapat dua 
pendapat yang berbeda, yang pertama perjanjian baku bukan merupakan perjanjian 
yang dikarenakan ketidak seimbangan kedudukan dalam perjanjian. Yang kedua 
perjanjian baku merupakan perjanjian karena perjanjian yang sah yang dikarenakan 
pihak debitur telah menyetujui isi perjanjiannya. Dalam hal ini perjanjian yang 
dilakukan oleh PT Indomobil Finance Cabang Surakarta tidak melanggar 
ketentuan yang berlaku. 
 
2. Saran 
Saran sebagai berikut yang Pertama, untuk P.T Indomobil Finance 
Cabang Surakarta memberi kesempatan kepada pihak calon debitur/konsumen 
untuk ikut dalam pembuatanya perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak. Kedua, di tujukan untuk PT. Indomobil Finance Cabang Surakarta 
lebih selektif dalam melakukan pelayanan pembiayaan konsumen, agar 
mendapatkan konsumen yang mempunyai rasa tanggung jawab tinggi.  
Ketiga, untuk konsumen/debitur meluangkan waktu untuk membaca isi 
perjanjian yang mana itu adalah hal yang mengakibatkan hak dan 
kewajibannya.Konsumen/debitur harus sadar akan kewajibannya meuntuk 
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melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu sertatidak melakukan 
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